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Abstrak – penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, 
kesadaran wajib pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi yang berada di KPP Pratama Pandeglang dan KPP Prtama Cilegon. Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Penentuan responden dalam 
penelitian ini dilakukan dengan metode accidental sampling dengan banyaknya responden sebesar 
100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem administrasi perpajakan modern 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajb pajak, dan Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak ditinjau dari perspektif Technology Acceptance Model  and Theory of 
Planned Behavior. 
 
Kata kunci : Tax Administration of Modern, Taxpayer Awarenes, Tax penalties and Taxpayer 

Compliance of Management, Technology Acceptance Model  and Theory of Planned 
Behavior. 

 
 Abstract – This research aims to test the effect tax administration of modern and tax penalties and 
taxpayer compliance of management on taxpayer awarnes in Pratama KPP Pandeglang and 
Cilegon. The data collection method in this research using a questionnaire. The respondent of this 
research using accidental sampling method with 100 individual taxpayer. The analysis method this 
research using multiple linear regression. This result research show of  tax administration of 
modern and tax penalties and taxpayer compliance of management on taxpayer awarnes have a 
positive effect in terms of Technology Acceptance Model  and Theory of Planned Behavior. 
 
 
INTRODUCTION 

 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak 
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sendiri memiliki kontribusi yang sangat besar, karena pajak di Indonesia merupakan sumber yang 

paling banyak memiliki peran sebagai penyumbang terbesar untuk pembangunan. Berdasarkan dari 

data Kementrian Keuangan menunjukkan bahwa tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 

633,6 triliun atau 96,1 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 

triliun. Selain itu, berdasarkan komponennya, penerimaan negara yang mencapai Rp1.633,6 triliun 

tersebut berasal dari pajak sebesar Rp1.070,0 atau setara dengan 89,3 persen dari target dalam 

Perpres 72/2020 yang sebesar Rp1.198,8 triliun. 

 Membayar pajak bukan hanya suatu kewajiban tetapi, ini juga bagian dari hak dari setiap warga 

negara untuk berpartisipasi dalam peran serta pembiayaan pada pembangunan nasional. Bertanggung 

jawab atas kewajiban dalam membayar pajak merupakan salah satu cerminan kewajiban kenegaraan 

dalam bidang perpajakan. Dalam pajak kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri merupakan kesediaan Wajib 

Pajak untuk menaati seluruh peretauran perpajakan atau kepatuhan pajak sendiri dapat diartikan 

sebagai kemauan Wajib Pajak untuk tunduk kepada regulasi perpajakan disuatu negara. 

 Menurut Sari (2017) kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari patuh atau tidaknya seseorang 

Wajib Pajak untuk mendaftarkan dirinya, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan 

pajak (SPT), kepatuhan untuk menghitungan dan membayaran pajak terutangnya dan kepatuhan dalam 

membayar tunggakan. Wajib Pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu 

maka, Wajib Pajak akan dianggap patuh. Menurut data dari KPP Pratama Pandeglang dan Cilegon 

pertumbuhan WP OP dalam membayar dan melaporkan SPT-nya : 

Tabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan 

Tahun 
Jumlah WP OP yang 

terdaftar 
Jumlah WP OP yang lapor 

SPT 

Presentase Kepatuhan 
(Persen) 

2018 31.605 2.912 9,21% 

2019 35.384 2.072 5,86% 

2020 132.444 1.057 0,80% 

Sumber : KPP Pratama Pandeglang (2021) 

 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun untuk jumlah Wajib Pajak yang melapor 

masih mengalami penurunan disetiap tahunnya. Hal ini tentu saja masih menjadi kajian yang cukup 

serius terkait dengan tingkat kepatuhan di Pandeglang sendiri masih dibilang cukup rendah jika 

dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.  
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Tabel Kepatuhan Wajib Pajak  

Tahun 
Jumlah WP OP yang 

terdaftar 
Jumlah WP OP yang lapor 

SPT 

Presentase Kepatuhan 
(Persen) 

2018 123.921 32.639 26.34% 

2019 135.319 30.587 22,60% 

2020 154.971 30.921 19,95% 

             Sumber KPP Pratama Cilegon (2021) 

Berdasarkan tabel diatas tingkat presentase kepatuhan Wajib Pajak tidak stabil dapat diliihat pada 

tahun 2018 tingkat presentase kepatuhan sebesar 26% lalu pada tahun 2019 menurun sebesar 4%, lalu 

tahun 2020 juga menurun. Padahal jika dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya 

selalu mengalami peningkatan, hal ini tentu saja berpotensi pada peningkatan penerimaan pajak di KPP 

Pratama Cilegon. 

Dari masalah yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan diantaranya yaitu, sistem administrasi perpajakan modern. Pemerintah melalui Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan terobosan baru untuk mengoptimalkan penerimaan pajak 

melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Pemerintah mulai mengembangkan sistem online 

dengan mengandalkan fasilitas internet sebagai bentuk inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan 

reformasi dalam pembaharuan di bidang administrasi yang dilakukan warga komprehensif, meliputi 

aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Konsep 

dari moderenisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan 

good governance (Wahyuni, 2018).  

Direktorat Jenderal Pajak membuat serta memberlakukan sistem administrasi perpajakan modern 

yaitu dengan memberikan pelayanan berbasis e-system seperti e-SPT, e-filing, e-payment, dan e-

registration. Pengembangan terhadap sistem administrasi perpajakan modern ini tentu saja memiliki 

beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak  yaitu mempermudah dalam hal 

menghemat waktu, akurat dan paperless dan juga bisa mempercepat dalam pelaporan dan 

pembayaran pajak. Dan tentu saja melaui sistem ini diharapkan  dapat meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak, sehingga bisa menambah penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan 

Nasional. 

 Selain adanya modernisasi pada sistem administrasi perpajakan hal yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak yaitu kesadaran Wajib Pajak juga menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran sendiri merupakan suatu keadaan di mana Wajib 

Pajak dengan sukarela melaporkan kewajibannya. Kesadaran akan membayar pajak tidak hanya 



Tirtayasa EKONOMIKA   Vol. 17, No. 1, April 2022 

 
 

155 
 

memunculkan sikap patuh,  taat dan disiplin saja. Kesadaran juga harus diikuti oleh sikap kritis dan 

peduli dari masyarakat (Saifudin dan Novitasari, 2020). Kesadaran untuk menjadi wajib pajak patuh 

merupakan salah satu bentuk dari kepatuhan perpajakan. Apabila kesadaran untuk membayar pajak 

dan melaporkan kewajiban perpajakannya masih sangat rendah, maka akan menyebabkan banyaknya 

potensi pajak yang tidak bisa dimanfaatkan. Meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir 

untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kesadaran wajib 

pajak atas fungsi perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

membayarkan pajaknya (Wahyuni, 2018). 

 Selain sistem administrasi modern dan kesdaran Wajib Pajak kepatuhan wajib pajak juga dapat 

dipengaruhi oleh hukum perpajakan yaitu dengan diterapkannya Sanksi Manajemen Perpajakan. 

Sanksi menurut (Wahyuni, 2018) adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang 

yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan perundang-undangan tidak dilanggar. 

Sanksi diterapkan sebagai jaminan atau alat pencegah terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Sanksi 

dibuat untuk memberikan efek jera kepada setiap Wajib Pajak yang melanggar peraturan atau norma 

dalam perpajakan. Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya jika mereka menganggap bahwa adanya 

sanksi yang dibuat maka akan itu akan merugikannya. Jika wajib pajak dapat memahami sanksi denda 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ini akan menyebabkan Wajib Pajak 

lebih patuh terhadap kesadarannya dalam membayar dan menyetorkan pajaknya. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Saifudin dan Novitasari (2020) penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek dan adanya penambahan 

variabel. Pada penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan (2020) adalah menggunakan sample WPOP 

dari dua popuplasi yaitu berada di KPP Pratama Semarang Barat dan KPP Pratama Semarang 

Gayamsari dalam kurun waktu 2013-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan populasi WPOP di 

KPP Pratama Pandeglang dan KPP Pratama Cilegon dengan kurun waktu 2018-2020 dan penambahan 

variabel (X) yaitu Sanksi Manajemen Perpajakan. 

LITERATUR REVIEW 

Technology Acceptance Model (TAM) 

 Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 yang 

berlandaskan Theory Reason Action (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzein pada tahun 

1975. Merupakan suatu bentuk model yang menjelaskan minat pengguna dalam menerima dan 

menggunakan suatu teknologi informasi (Alamri dan Arif, 2019). Dalam teori ini penerimaan 

penggunaan teknologi informasi menjadi bagian dari riset dari penggunaan teknologi informasi, sebab 

sebelum digunakan akan diketahui kesuksesannya terlebih dahulu tentang penerimaan atau penolakan 
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atas penggunaan teknologi informasi. Penerimaan penggunaan teknologi informasi tersebut merupakan 

faktor penting dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan (Susanto dan 

Nurinayah, 2019). 

 Technology Acceptance Model (TAM) menganggap bahwa terdapat dua keyakinan variabel 

perilaku utama dalam mengadopsi sistem informasi yaitu; presepsi pengguna terhadap manfaat 

(perceived usefulness) dan presepsi pengguna terhadap penggunaan (perceived ease of use). Persepsi 

pengguna manfaat dapat diartikan sebagai tingkatan dimana seseorang percaya bahwa jika 

menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya. Sedangkan untuk presepsi pada 

pengguna dapat diartikan bahwa jika seseorang merasa sistem tersebut mudah digunakan maka sistem 

tersebut berguna bagi mereka. Technology Acceptance Model (TAM) diharapkan dapat menjelaskan 

bagaimana penggunaan sistem administrasi modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang merasakan 

manfaat dan kemudahan dalam penggunaannya, dan menjadikan suatu tolak ukur atas tindakan atau 

perilaku dari Wajib Pajak tersebut terhadap penerimaan suatu teknologi.  

Theory of Planned Behavior (TPB) 

 Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa 

manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya 

secara sistematis. Ajzen (1991) sebelum melakukan tindakan individu akan memikirkan implikasi atau 

maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Menurut 

Ajzen (2005) dalam (Saputra, 2019) niat merupakan fungsi ketiga dari determinan dasar yaitu; 

mencerminkan sikap pribadi (personal nature), sifat sosial (social in nature), dan berhubungan dengan 

masalah kontrol. 

 Pada teori ini kombinasi dari sikap yang menghubungkan antara niat berperilaku (behavioral 

intention), sikap (attitude), dan norma subjektif (subjective norm) yang mempengaruhi perilaku 

(behaviour). Pada teori ini sebuah perilaku akan dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat akan 

dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Niat sendiri akan menentukan seseorang untuk melakukan 

suatu perilaku atau tidak melakukan suartu perilaku. Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh 

keyakinan Wajib Pajak yang meliputi segala hal yang diketahui oleh Wajib Pajak mengenai 

pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Keyakinan ini akan menghasilkan sikap terhadap 

kepatuhan yang dapat bersifat positif atau negatif, yang selanjutnya akan membentuk niat Wajib Pajak 

untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Saputra, 2019).  

Definisi Pajak 

 Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1, Ayat 1 tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 
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atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mengharapkan imbalan 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Fungsi Pajak 

 Pajak memegang peranan penting bagi sumber pembiayaan negara maka pajak memiliki dua 

fungsi strategis menurut (Resmi, 2019:3) diantaranya: 

1. Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

 Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber 

keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 

Upaya itu ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan itensifikasi pemungutan pajak melalui 

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. 

2. Fungsi regularend (mengatur) 

 Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan 

tertentu di luar bidang keuangan. 

Definisi Administrasi Perpajakan Modern 

 Administrasi pajak memiliki arti sebagai proses bentuk kegiatan penyelenggaraan pemungutan 

pajak yang ditatalaksanakan pada kebijakan perpajakan, berdasarkan saran hukum yang ditentukan 

oleh Undang-Undang Perpajakan dengan efisien (Rosdiana dan Edi Slamet, 2014:104). Konsep dari 

program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta berorientasi pada pelayanan kepada 

Wajib Pajak, dan memiliki nilai-nilai organisasi yang kuat, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jendral 

Pajak (DJP) sebagai instusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. 

 Reformasi administrasi ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tujuan yang ingin dicapai 

dalam pelaksanaan modernisasi yaitu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mengingkatkan 

kepercayaan masyarakat, dang meningkatkan produktifitas dan integritas aparat pajak. Bidang 

perpajakan yang akan mengalami reformasi administrasi perpajakan modern diantaranya struktur 

organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi komunikasi, manajemen sember daya manusia, dan 

pelaksanaan Good Governance (Saifudin dan Novitasari, 2020). 

Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

 Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu hasil dari perubahan pajak di Indonesia 

yang dilakukan secara berjenjang dan komprehensif terhadap pengawasan, kebijakan perpajakan dan 

bidang hukum. Program dari administrasi perpajakan modern sendiri yaitu menganut pelaksaaan Good 

Governance di mana adanya penerapan perpajakan yang transparan dan akuntable, dan juga konsep 
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yang digunakan dalam administrasi perpajakan modern ini dengan menerapkan pelayanan yang prima 

serta memberikan pengawasan yang intensif kepada Wajib (Septriliani dan Ismet, 2021). 

Penerapan sistem administrasi modern ini merupakan indikasi positif dari pihak pemerintah untuk 

secara bersama-sama dengan masyarakat untuk menggelola pajak secara efektif dan efisien. 

Keunggulan penerapan sistem administrasi perpajakan modern antara lain: adanya pemisah antara 

fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan. 

Untuk mewujudkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka perlu dirancang dan 

dilaksanakan secara menyeluruh dan komrehensif. Perubahan-perubahan yang dimaksud Rahayu 

dalam Septriliani dan Ismet (2021) yang dilakukan meliputi bidang-bidang : 

Restruktur Organisasi 

 Restruktur organisasi merupakan hal yang sangat strategis. Hal ini diperlukan agar sistem 

administrasi lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan. 

Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi 

 Penyempurnaan business process dilakukan untuk memperbaiki birokrasi yang berbelit dan 

tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu prosedur. Penyempurnaan ini mencakup sistem prosedur 

kerja yang menerapkan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah sumber daya manusia yang 

berkompeten dan berintegerasi. Diperbaikinya sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata 

melakukan rasional pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan 

SDM yang berkualitas. Dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat didukung oleh sistem 

SDM yang berbasis kompentensi dan kinerja. 

Pelaksanaan Good Governance 

 Good Governance, selalu dihubungkan dengan institusi dari integrasi pegawai. Pada suatu 

organisasi, good governance biasa dihubungkan dengan mekanisme pengawasan internal (internal 

control) tujuannya agar dapat memperkecil adanya penyimpangan dah penyalahgunaan pada suatu 

organisasi, yang dilakukan pegawai fiskus ataupun pihak lain yang sengaja atau tidak. 

Kesadaran Wajib Pajak 

 Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Kesadaran Wajib Pajak adalah 

suatu keadaan di mana Wajib Pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya 

(Firtia, 2017). Sedangkan dalam Utari, Luh Kade dan Ni Nengah (2020) kesadaran perpajakan 

merupakan bentuk perilaku dari Wajib Pajak itu sendiri yang berupa pandangan ataupun presepsi di 

mana melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai 

dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. 
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 Kesadaran Wajib Pajak merupakan perwujudan pemahaman Wajib Pajak bahwa dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan suatu kontribusi dan peran aktif dari masyarakat 

dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi sautu beban 

lagi (Setiyani, Rita dan Abrar , 2018).   

Sanksi Manajemen Perpajakan 

 Sanksi Manajemen Perpajakan dalam Muhamad, Meinarni, Bill J (2019) adalah suatu tindakan 

berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Sanksi Manajemen 

Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain Sanksi Manajemen Perpajakan merupakan 

alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.  

 Pengenaan Sanksi Manajemen Perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Itulah sebabnya penting bagi Wajib Pajak memahami 

sanksi-Sanksi Manajemen Perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang 

dilakukan maupun tidak dilakukan. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja 

yang perlu dihindari agar tidak dikenai Sanksi Manajemen Perpajakan (Cindytia, Nelly dan Hendarti, 

2020). Di bawah ini diuraikan macam-macam Sanksi Manajemen Perpajakan : 

Sanksi Administrasi 

 Sanksi administrasi menurut Subekti Wibowo adalah sanksi yang dikenakannya kepada Wajib 

Pajak berupa denda dan bunga serta kenaikan yang bertujuan untuk kepentingan tertib administrasi 

perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajb Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 

(Sumber : wibowopajak.com). 

Sanksi Pidana 

 Sanksi pidana menurut Cindytia, Nelly dan Hendarti (2020) adalah sanksi yang berupa sanksi 

penderitaan atau siksaan baik fisik maupun financial ini diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar 

aturan yang sudah ditetapkan sebagai benteng hukum sebagai norma-norma perpajakan yang harus 

dipatuhi. 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat, dan patuhnya Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang 

berlaku (Yani dan Windiana, 2020). Sedangkan menurut (Risa dan Mayta Rizky, 2021) kepatuhan 

dapat didefinisikan sebagai bentuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela yang merupakan 

tulang punggung dari self assessement system, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan 

sendiri dan melaksanakan hak perpajakannya. 

 Menurut (Pohan, Deasy, dan Giska, 2018) lebih lanjut kepatuhan pajak dibagi menjadi 2, yaitu ; 
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Kepatuhan pajak formal 

 Kepatuhan pajak formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban 

perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalanya, tidak 

terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan, atau 

tidak terlambat dalam melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. 

Kepatuhan pajak material 

 Kepatuhan pajak material yaitu sesuai keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal yaitu Wajib Pajak 

yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar 

Surat Pemeberitahuan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Hipotesis 

H1 : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

H3 : Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

 

METHODS 

Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, pada penelitian 

ini merumuskan hipotesis terlebih dahulu, lalu selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis, 

pengukuran data dan membuat kesimpulan yang digeneralisasikan. Pendekatan kuantitatif ini 

digunakan karena melalui pendekatan ini proses penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dengan 

menggunakan sample yang berukuran besar dapat mewakili populasi yang efektif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Lalu pengujian hipotesis untuk 

menganalisisnya menggunakan alat bantu software SPSS 25. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 

Pandeglang dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cilegon.  

 

Sumber : Sugiyono (2018) 
 

Keterangan : n = Jumlah Sample 
   N = Jumlah Populasi 
   E = Error Margin 
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Maka untuk mengetahui sample penelitian dilakukan penelitian sebagai berikut : 
 
 

 

 

 ; dibulatkan menjadi 100 Responden 

Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini untuk analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif, instrumen 

pada penelitian ini berupa pertanyaan maupun pernyataan beserta kategori jawaban-jawabannya. 

Pembobotan pada kuesioner dari setiap variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert  

dengan pemberian skor 1 (satu) dari yang terkecil dan 5 (lima) sampai yang terbesar. 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimun, minimun, sum, range, kurtosis, dan skewness 

(kemenangan distribusi). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih 

jelas dan mudah dipahami (Imam, 2016:19). 

Pengujian Kualitas Data 

Uji Validitas 

 Menurut (Sugiyono, 2018:208) valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasi 

skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Dalam penelitian ini pengujian 

dilakukan secara statistik dengan menggunakan dukungan komputer pada software SPSS. 

Uji Reabilitas 

 Pada penelitian ini menggunakan pengukuran reabilitas dengan metode Cronbach’s Alpha 

adalah koefisien reabilitas yang menunjukan seberapa baik poin (item) dalam suatu kumpulan secara 

positif korelasi satu sama lain (Sekaran dan Bougie, 2017:115). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan Cronbach’s Alpha (ri > 0,6) sebagai koefisien reabilitasnya. 

Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik digunakan agar hasil pengujian tidak bersifat bias dan efisien. Tujuan 

dari pengujian ini adalah untuk menguji dan mengetahui kelayakan dari model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini (Putri dan Saleh, 2018). 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal (Widodo, 2017:80). Dalam penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah 
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Kolmogorov-Smirnov uji ini dilakukan untuk mendekati apakah residual terdistribusi normal atau tidak. 

Menurut (Putri dan Saleh, 2018) uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis terlebih 

dahulu :  

 H0 : data residual berdistribusi normal  

 Ha : data residual tidak berdistribusi normal 

Rizki dan Saleh (2018) tingkat kepercayaan dalam Kolmogorov-Smirnov adalah 0,5 apabila angka α 

< =0,05 artinya data tersebut distribusinya tidak normal. Sebaliknya, jika angka α > =0,05 maka Ha 

ditolak yang berarti variabel terdistribusi secara normal. 

Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi 

antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam 

model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).  Tolerance mengukur 

varibilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi 

nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cut off yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF > 10 (Widodo, 2017:78-79). 

Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variansi diri residual satu pengamatan ke pengamatan lain jika variance dari residual satu ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut hemoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

 Menurut (Putri dan Saleh, 2018) deteksi pada ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Jika ada pola tertentu maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas tetapi,  jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linear berganda adalah teknik multivariat yang sering kali digunakan dalam 

penelitian bisnis, analisis regresi linear berganda memberikan mean penilaian secara objektif pada 

tingkat dan ciri-ciri hubungan antara variabel bebas dan veriabel terikat (Sekaran dan Bougie, 

2017:139). 

Berikut adalah model dari regresi linear berganda menurut (Sugiyono, 2018:308) : 

 
 
Sumber : Sugiyono (2018) 

 
 
 
 

Y = a + b1X1 + b2X2 + 

b3X3 + e 
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Keterangan : 
Y = Kepatuhan Wajib Pajak 
a = konstansta 
b1-3 = Koefisien Regresi  
X1 = Sistem Administrasi Perpajakan Modern 
X2 = Kesadaran Wajib Pajak 
X3 = Sanksi Manajemen Perpajakan  
e = epsilon (error term) 
 

Uji Kelayakan Model 

Koefisien Determinasi (R2) 

Putri dan Saleh (2018) koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

model untuk menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah (antara nol dan 

satu) menunjukan presentase pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas, 

sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. 

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas dimasukan dalam model 

mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui apakah model 

regresi yang dipakai merupakan model tetap (fixed model) dapat dilakukan dengan membandingkan 

nilai F tabel dan F hitung atau membanding antara nilai sig α = 0.05 (Ningsih dan Dukalang, 2019).  

kriteria pengambilan keputusan menurut (Imam, 2016:96) yaitu sebagai berikut : 

1) Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. 

Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih 

besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan menerima HA. 

Uji Hipotesis 

Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam, 2018:98). Pada derajat 

kepercayaan sebesar 5% dengan kriteria signifikasi menurut (Imam, 2018:99) : 

1) Apabila nilai t hitung > t tabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y) atau hipotesis diterima. 

2) Apabila nilai t hitung < t tabel maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y) atau hipotesis tidak diterima atau ditolak. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data primer diolah, 2022 

Tabel  di atas menggambarkan statistik deskriptif variabel penelitian yang digunakan semua sampel 

pada penelitian ini. 

Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

 Pada tabel di atas variabel sistem administrasi perpajakan modern menunjukan 100 jawaban dari 

responden terhadap item-item penyataan  diperoleh nilai terkecil (min) yaitu sebesar 7, lalu nilai 

terbesar (max) sebesar 15 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 11,88 dan standar deviasi sebesar 

1,665. Hasil rata-rata (mean) yang diperoleh melalui kuesioner dari 3 item pernyataan dengan 5 

jawaban alternatif yaitu (1,2,3,4 dan 5) diperoleh nilai sebesar 3,9 dari 11,88:3. Hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa rata-rata jawaban responden berada di angka 3 sampai 4. Artinya, rata-rata 

responden menyatakan “setuju” atas pernyataan yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan 

modern.  

Kesadaran Wajib Pajak  

 Pada variabel kesadaran wajib pajak tabel di atas menunjukan bahwa 100 jawaban dari 

responden terhadap item-item pernyataan diperoleh nilai terkecil (min) yaitu sebesar yaitu sebesar 5, 

lalu nilai terbesar (max) sebesar 15 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 12,31 dan standar deviasi 

sebesar 2,004. Hasil rata-rata (mean) yang diperoleh melalui kuesioner dari 3 item pernyataan dengan 

5 jawaban alternatif yaitu (1,2,3,4 dan 5) diperoleh nilai sebesar 4,1 dari 12,31:3. Hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa rata-rata jawaban responden berada di angka 4. Artinya, rata-rata responden 

menyatakan “setuju” atas pernyataan yang berkaitan dengan kesdaran wajib pajak. 

Sanksi Manajemen Perpajakan 

 Variabel Sanksi Manajemen Perpajakan pada tabel di atas menunjukan 100 jawaban dari 

responden terhadap item-item penyataan diperoleh nilai terkecil (min) yaitu sebesar 5, lalu nilai terbesar 

(max) sebesar 20 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 14,97 dan standar deviasi sebesar 2,623. Hasil 

rata-rata (mean) yang diperoleh melalui kuesioner dari 4 item pernyataan dengan 5 jawaban alternatif 

yaitu (1,2,3,4 dan 5) diperoleh nilai sebesar 3,7 dari 14,97:4. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-

Tabel Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

SAOM 100 7 15 11.88 1.665 

KWP 100 5 15 12.31 2.004 

SP 100 5 20 14.97 2.623 

KEPWP 100 6 20 15.57 2.138 

Valid N 
(listwise) 

100 
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rata jawaban responden berada di angka 3 sampai 4. Artinya, rata-rata responden menyatakan “setuju” 

atas pernyataan yang berkaitan dengan Sanksi Manajemen Perpajakan.   

Kepatuhan Wajib Pajak 

 Pada tabel di atas variabel keaptuhan wajib pajak memiliki nilai terkecil terkecil (min) yaitu 

sebesar 6, lalu nilai terbesar (max) sebesar 20 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 15,57 dan standar 

deviasi sebesar 2,138. Hasil rata-rata (mean) yang diperoleh melalui kuesioner dari 4 item pernyataan 

dengan 5 jawaban alternatif yaitu (1,2,3,4 dan 5) diperoleh nilai sebesar 3,8 dari 15,57:4. Hal tersebut 

dapat dikatakan bahwa rata-rata jawaban responden berada di angka 3 sampai 4. Artinya, rata-rata 

responden menyatakan “setuju” atas pernyataan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. 

Uji Kualitas Data 

Uji Validitas 

 Uji validitas menurut (Imam, 2016:52) digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner, suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pernyataan kuesioner mampu mengungkapkan 

variabel yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dapat dilihat dengan cara 

membandingkan nilai Correlated Item – Total Correlated dengan nilai hasil perhitungan R tabel dengan 

kriteria pengambilan keputusan yaitu jika R hitung > R tabel 100 (0,1946) maka pernyataan tersebut 

dapat dinyatakan valid. 

 
Tabel Hasil Uji Validitas Sistem Adminsitrasi Perpajakan Modern 

 

Item Pearson Correlation Sig 2-tailed r-tabel Keterangan 

SAPM1  0,000 0,1946 Valid 

SAPM2 0,417 0,000 0,1946 Valid 

SAPM3 0,375 0,000 0,1946 Valid 
Sumber : Data primer diolah, 2022 

Tabel  Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak 

Item Pearson Correlation Sig 2-tailed r-tabel Keterangan 

KWP1  0,000 0,1946 Valid 

KWP2 0,512 0,000 0,1946 Valid 

KWP3 0,789 0,000 0,1946 Valid 
Sumber : Data primer diolah, 2022 

Tabel Hasil Uji Validitas Sanksi Manajemen Perpajakan 

Item Pearson Correlation Sig 2-tailed r-tabel Keterangan 

SP1  0,000 0,1946 Valid 

SP2 0,559 0,000 0,1946 Valid 

SP3 0,662 0,000 0,1946 Valid 

SP4 0,404  0,1946 Valid 
Sumber : Data primer diolah, 2022 
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Tabel Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 

Item Pearson Correlation Sig 2-tailed r-tabel Keterangan 

KEPWP1  0,000 0,1946 Valid 

KEPWP2 0,342 0,000 0,1946 Valid 

KEPWP3 0,484 0,000 0,1946 Valid 

KEPWP4 0,234 0,019 0,1946 Valid 
Sumber : Data primer diolah, 2022 

Uji Reabilitas 

Uji reabilitas menurut (Imam, 2016:47) digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk, yaitu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reabilitas dapat dilakukan dengan 

uji statistik Cronbach Alpha (a), jika nilai Cronbach Alpha (a) > 0,6 maka hasil instrumen yang 

digunakan reliabel. 

 

Tabel Hasil Uji Reabilitas Sistem Administrasi Perpajakn Modern 
Cronbach Alpha N of Items 

0,686 3 

Sumber : Data primer diolah, 2022 
 

Tabel Hasil Uji Reabilitas Kesadaran Wajib Pajak 
 

Cronbach Alpha N of Items 

0,848 3 

Sumber : Data primer diolah, 2022 
Tabel Hasil Uji Reabilitas Sanksi Manajemen Perpajakan 

Cronbach Alpha N of Items 

0,791 4 

Tabel Hasil Uji Reabilitas Kepatuhan 
Wajib Pajak 

Cronbach Alpha N of Items 

0,653 4 

Sumber : Data primer diolah, 2022 

 

 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas menurut (Imam, 2018:161) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki kontribusi normal. Pada penelitian ini proses uji normalitas 

data dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan ketentuan data yang berdistribusi 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

T Sig 

Collinearity Statistic 

 B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) .748 .814  .919 .360   

SAPM .429 .073 .334 5.853 .000 .687 1.456 

KWP .476 .061 .446 7.821 .000 .690 1.449 

SP .258 .046 .317 5.664 .000 .717 1.395 

Variabel dependen : KEPWP 
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normal jika signifikansinya > 0,05 sedangkan data yang tidak berdistribusi normal jika signifikasnnya < 

0,05. 

Tabel Hasil Uji Normalitas 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sumsumber : Data primer diolah, 2022 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas menurut (Imam, 2018:107) dilakukan untu menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi multikolinearitas, untuk mendeteksi hal tersebut yaitu dengan melihat nilai tolerance dan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 maka dapat 

dinyatakan bahwa variabel bebas yang digunakan adalah objektif dan dapat dipercaya. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menurut (Imam, 2018:137) bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. 

Pada penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah uji scatterplot. 

Gambar Kurva scatterplot 
 

 
 
Sumber : Data primer diolah, 2022 

 

 Unstandarlized Residual 

N  100 

Normal 
Parameters 

Mean .0000000 

Std Deviation 1.03025670 

Most 
Extreme 

Absolute .077 

Differences Positive .058 

Negative -.077 

Test Statistic .077 

Asymp. Sig. (2-tailed) .146 
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Pengujian Hipotesis 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen yaitu, sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak, dan Sanksi 

Manajemen Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu dengan analisis regresi linear berganda. 

Berikut pada tabel di bawah ini hasil pengujian analisis regresi linear berganda : 

Tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 

KEPWP : 0,748 + 0,429 + 0,476 + 0,258 + ε 

Persamaan di atas dapat dijelaskan secara rinci yaitu sebagai berikut : 

• Nilai a (Constant) sebesar 0,748 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan 

wajib pajak belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu, sistem administrasi perpajakan modern 

(X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan Sanksi Manajemen Perpajakan (X3). Jika variabel 

independen tidak ada maka, variabel kepatuhan wajib pajak (Y) tidak mengalami perubahan. 

• Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,429, menunjukan bahwa variabel sistem administrasi 

perpajakan modern memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang 

berarti bahwa setiap kenaikan 1% variabel sistem administrasi perpajakan modern akan 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,429. 

• Nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,476, menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak 

memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa 

setiap kenaikan 1% variabel kesadaran wajin pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

sebesar 0,476. 

• Nilai koefisien regresi X3 sebesar 0,258, menunjukan bahwa variabel Sanksi Manajemen 

Perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang berarti 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig  B Std. Error Beta 

(Constant) .748 .814  .919 .360 

SAPM .429 .073 .334 .5853 .000 

KWP .476 .061 .446 7.821 .000 

SP .258 .046 .317 5.664 .000 
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bahwa setiap kenaikan 1% variabel Sanksi Manajemen Perpajakan akan mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak sebesar 0,258. 

 
 

Uji Kelayakan Model 

Uji Koefisien Determinasi 

Menurut (Imam, 2016:95) koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kontribusi 
model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel terikat, besarnya nilai koefisien determinasi 
adalah 0-1. Berikut hasil uji koefisien determinasi : 

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Sum of Square df Mean Square F Sig. 

Regression 355.111 3 118.370 116.670 .000 

Ressidual 97.399 96 1.015   

Total 452.510 99    

Sumber : Data primer diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,778 yang 

artinya bahwa pengaruh variabel independen yaitu, sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran 

wajib pajak, dan Sanksi Manajemen Perpajakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 79%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 

sebesar 21%. 

Uji F Simultan 

Uji F (Uji Simultan) Menurut (Ghozali, 2018:98) dilakukan dengan tujuan menunjukan semua 

variabel bebas dimasukan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel 

terikat.  berikut hasil uji F di bawah ini : 

Tabel Hasil Uji F (Uji Simultan) 

R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

.886 .785 .778 1.00726 

Sumber : Data primer diolah, 2022 

Pada tabel di atas menunjukan bahwa nilai signifikansi 0,000 atau < 0,05, artinya dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen (bebas) yaitu, sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib 

pajak, dan Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

(terikat) kepatuhan wajib pajak. 
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Uji Hipotesis 

Uji T (Uji Parsial) 

Uji T Menurut (Imam, 2016:97) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing dari variabel 

independen (bebas) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Berikut hasil uji T di 

bawah ini : 

Hasil Uji T (Uji Parsial)  

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 
 B Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 4.889 1.110  4.403 .000 

SAPM .889 .093 .700 9.721 0.00 

Variabel dependen : KEPWP 

Sumber : Data primer diolah, 2022 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 
 B Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 5.467 .881  6.411 .000 

KWP .806 .071 .755 11.412 0.00 

Variabel dependen : KEPWP 

Sumber : Data primer diolah, 2022 

 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 
 B Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 7.332 .923  7.942 .000 

SP .550 .061 .675 9.058 0.00 

Variabel dependen : KEPWP 

Sumber : Data primer diolah, 2022 

Berdasarkan tabel hasil uji t di atas dapat diketahui hasil dari analisis uji t yang menunjukan bahwa 

tingkat pengaruh yang diberikan masing-masing variabel independen (bebas) terhadap variabel 

dependen (terikat), dengan tarif signifikansi sebesar 5% dan nilai t tabel positif sebesar 1.66088 dan 

negatif sebesar -1.66088 yaitu sebagai berikut : 

• Variabel sistem administrasi perpajakan modern (X1) dapat dilihat pada tabel 4.20 bahwa tingkat 

signifikansinya sebesar 0,00 < 0,05 dan nilai t hitung 9,721 > 1.66088. Artinya H1 diterima, 

demikian selaras dengan dugaan hipotesis sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 



Tirtayasa EKONOMIKA   Vol. 17, No. 1, April 2022 

 
 

171 
 

sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

• Variabel kesadaran wajib pajak (X2) pada tabel 4.21 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansinya 

yaitu sebesar 0,00 < 0,05 dan nilai t hitungnya sebesar 11.412 > 1.66088. Artinya H2 diterima, 

demikian hal ini sejalan dengan dugaan hipotesis sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

• Variabel Sanksi Manajemen Perpajakan (X3) berdasarkan pada tabel 4.22 di atas menunjukan 

bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 dan nilai t hitungnya sebesar 9,058 > 1.66088. 

Artinya H3 diterima,  hasil ini sejalan dengan dugaan hipotesis sebelumnya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

CONSLUSIONS 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan analisis data serta pembahasan yang dijelaskan di 

atas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem administrasi perpajakan modern berepengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern merupakan bentuk dari penyempurnaan 

atau perbaikan kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, 

ekonomis dan cepat.  

2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu wajib 

pajak akan mengetahui fungsi dan tujuan membayar pajak serta akan senantiasa melaksanakan 

kewajibannya dengan baik dan benar, dengan timbulnya tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib 

pajak maka tentunya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus sadar 

dan paham bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangungan, jika wajib pajak memiliki 

tingkat kesadaran yang rendah terkait manfaat pajak bagi pembangunan, hal ini tentu akan 

berpengaruh terhadap pendapatan karena wajib pajak tidak ikut berkontribusi dalam membayar 

pajak. 

3. Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang 

artinya, semakin tinggi Sanksi Manajemen Perpajakan yang diterapkan secara tegas maka 

semakin banyak pula wajib pajak yang enggan melanggar peraturan perpajakan. Sanksi 

Manajemen Perpajakan diperlukan untuk menindaklanjuti pelanggaran atas ketentuan (norma 

perpajakan) yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini tentu akan memberikan efek kepada wajib 

pajak yaitu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pengenaan sanksi  dianggap dapat 

memperberat atau merugikan wajib pajak. Semakin tegas sanksi yang diberikan, maka dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
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